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Abstrak
 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut

asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan

kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah seluas-seluasnya. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan

daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang.

 

Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-

undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, memberikan kewenangan daerah dalam hal

ini masyarakat hukum adat telah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

 

Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan suku, yang didalamnya terdapat sistem kemasyarakatan yang

berbeda-beda dan sistem pemerintahan asli atau adat yang berbeda pula. Sehingga di era otonomi daerah ini

kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah hidup kembali dengan berdasarkan UUD 1945 hasil

Amandemen, yang mana telah diakui kedudukan dan peranan masyarakat hukum adat di Indonesia.
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